SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 46 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Riau Nomor Kpts. 7559/XI/2023 tentang Perubahan
Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 7476/XI1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau
Nomor Kpts. 1/1/2023, sehingga Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (berita Negara Republik Indonesia tahu 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran = Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022
tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan
Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1173);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
715);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pedoman Belanja  Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;
Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023
tentang Penetapan  Alokasi Bantuan Keuangan



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/
Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur
Riau Nomor Kpts. 7559/XI/2023 tentang Perubahan
Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 7476/XI1/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor
Kpts. 1/1/2023;

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7370/X/2023
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor
Kpts.233/VI/2022 tentang Perubahan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor
Kpts.144/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan
Sekretaris Daerah  Provinsi Riau Nomor Kpts.
169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota dalam
Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi
Riau;

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023
Nomor 9)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 27);
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 46);
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2023 Nomor 51).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2023 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah
perubahan sebesar Rp. 1.929.061.230.967,00 berkurang sebesar
Rp.2.381.850.332,00 sehingga menjadi Rp. 1.926.679.380.635,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.884.621.159.025,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.381.850.332,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.882.239.308.693,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 1.928.061.230.967,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.381.850.332,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.925.679.380.635,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (43.440.071.942,00)

c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 44.440.071.942,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 44.440.071.942,00
2. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 43.440.071.942,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan  Rp. -



2. Ketentuan dalam Lampiran [ dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Peraturan Bupati Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HULU,
ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 56



